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ABSTRAK

Kebutuhan untuk kepentingan umum akan pengadaan tanah merupakan
suatu tuntutan pembangunan yang tidak dapat dipungkiri, baik oleh pemerintah
maupun oleh pemegang hak atas-tanah—Pada_proses pengadaan tanah untuk
pelebaran jalan é&@u”akﬁqwn&@ F{;{g‘gﬁgglﬁemmgtq Nanggalo, Kota Padang
yang dilakukan oleh \Walikota Padang telah m"erugﬁ(a ‘pemilik tanah, karena
dalam proses pelaksanaan pengadaan tanah yang dilakukan oleh Walikota Padang
tersebut walaupun-dilakukan_musyawarah tehtang, ganti kerugian, tetapi tidak
tercapai kesepakatan antara kedua belah " pihak.y PenelitiBertujuan untuk
menganalisis bentuk-bentdk perbuatan melawanthukum dalam bidang keperdataan
dikaitkan dengan putusan Mahkamah Agung Ne. 2895/K/PDT/2010, serta sudah
sesuai kah putusan tersebut ‘@déngan peraturan-peraturan yang ada tentang
perbuatan melawan hukum dalam pembebasan hak milik atas tanah. Penelitian ini
merupakan penelitian yuridis-ngrmatif, data-data yang relevan dengan penelitian
ini lebih difokuskan pada data s@kuinder yang diperoleh melalui studi kepustakaan,
yang selanjutnya dianalisis sgc@ra deskriptif-analitis. Berdas)rkan penelitian
diperoleh kesimpulan, pertamaadanya tindakan-tindakan dari Para Tergugat yang
merupakan perbuatan melawan hukum diantaranya, pengambilan tanah hak milik
dari Para Penggtfggt secara sewenang-wenang, tidak dilakulgaa"mya musyawarah
untuk mencapai kesepakatan tentang besarnya ganti rugigSerta tidak dibuatnya
panitia pengadaan tanah‘"iliﬁg“-telah\ditgmuk-arrr‘diﬂdalam Peraturan Presiden
Nomor 65 Tahun 2006. Kedua, Putusan Mahkamah Agung Ne. 2895/K/PDT/2010
dianggap tidak-s,fe\s‘ua'g.d@gan*gé(aiuranApeﬁt‘u‘(qQ“temg,ngrm{gadaan tanah bagi
pelaksanaan pembanglihian untak"Kepentingan umum- yang-berlaku pada saat itu,
yaitu Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 dan Peraturan Kepala BPN
Nomor 3 Tahun 2007 sebagai pelaksana Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun
2005 jo Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006.




